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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien. 

Menurut Undang-Undang kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang hak kesehatan di 

puskesmas desa Bagu dan untuk mengetahui pelayanan kesehatan berdasarkan 

pasal 54 Undang-Undang Kesehatan tentang pemberian pelayanan kesehatan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian lapangan dengan mencari 

sumber data-data langsung dari lapangan yakni Puskesmas Desa Bagu melalui 

pengumpulan data dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif yakni pihak 

puskesmas memberikan edukasi terhadap pasien mengenai informasi jika 

melakukan tindakan medis, resiko serta penanggulangannya dan perlindungan 

hukum represif yakni dalam hal pasien merasa dirugikan, pasien berhak menuntut 

ganti rugi terhadap pihak puskesmas. Ganti rugi akan dibicarakan melalui proses 

mediasi terlebih dahulu. Apabila tidak ditemukan jalan keluar, pasien berhak 

menempuh ranah litigasi. 
  

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelayanan, Pasien. 

 

LEGAL PROTECTION FOR PATIENTS OF PUBLIC HEALTH CENTER IN 

BAGU VILLAGE, PRINGGARATA SUBDISTRICT CENTRAL LOMBOK 

REGION  
 

Abstract 

 

This research aimed to find out legal protection form for patients. According to 

health law number 36 of 2009 to health right in Bagu village and to health service 

according to Article 54 health law regulated health service being discussed in this 

research. Type of this research is empirical research or in-field research 

conducted by analyzing data related to research subject namely Bagu village’s 

public health center in the form of data collection and interview to those who 

cencern. It resulted that, in term of preventive protection, the public health center 

provide education for patients concerning information on certain medical action 

including its risk and dispute. Meanwhile, represive protection occured if the 

patients being harmed as they entitled to filed a compensation lawsuit to the 

service provider. Compensation will be disputed through mediation process and if 

it unsuccesful the patient may take litigation process.  

 

I. Keywords: legal, protection, law, service, patient
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II. PENDAHULUAN 

 

Dalam pelayanan kesehatan masyarakat dasar perlindungan hukum 

pasien adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada pasien untuk mendapat pelayanan. Hal ini 

dapat di lihat dari pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya pelaksanaan hak 

dan kewajiban pasien, pertanggung jawaban puskesmas sebagai 

penyelenggara pelayanan kesehatan bagi pasien serta upaya hukum yang dapat 

dilakukan oleh pasien dalam hal ini adalah pasien pengguna jamkesmas. 

Pasien secara umum dilindungi dalam undang-undang kesehatan dan juga 

undang-undang perlindungan konsumen.
1
. 

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintah telah 

mengeluarkan kebijakanyang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan 

pemerintah sehingga menciptakan iklim pelayanan prima pada setiap 

instansi pemerintah. Implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 sampai saat 

ini belum dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah, seperti pada 

Puskesmas Bagu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

belum memuaskan. 

Puskesmas Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah 

merupakan salah satu Puskesmas yang cukup berkembang di daerah Lombok 

Tengah. Setiap harinya rumah sakit tersebut menangani dan menolong pasien 

dari berbagai kalangan. Puskesmas Desa Bagu Kecamatan Pringgarata 

                                                           
1
Bahder Johan Nasution. HukumKesehatanPertanggungjawabanDokter. (Jakarta :RinekaCipta 

2013). hlm 3 
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Lombok Tengah memiliki standar penerapan hak-hak pasien dan bentuk 

perlindungan yang diberikan kepada pasien guna memberikan pelayanan 

terbaik mereka kepada pasien. 

Puskesmas Desa Bagu terletak di Jln. H. Badarudin Bagu Desa Bagu 

Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah senantiasa memberikan 

pelayanan kesehatan untuk masyarakat.Dalam menerapkan pelayanan 

terhadap masyarakat Puskesmas Bagu belum dapat memuaskan 

masyarakat.Masih banyak kekurangan yang harus dibenahi agar masyarakat 

lebih mendapatkan kepuasan.Hal ini masih tampak dengan banyaknya 

permasalahan yang terjadi di Puskesmas Bagu. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambil rumusan masalah 

sebagai berikut : 1).  Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah ?; 2). 

Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan 

di Puskesmas Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah 

?.Peneilitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan kesehatan yang 

diberikan Puskesmas Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah 

terhadap pasien sudah sesuai dengan Undang-Undang dan untuk mengetahui 

perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah..Adapun 

manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat historis 
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III. PEMBAHASAN 

Kepuasan pasien sebagai pengguna jasa Puskesmas akan terpenuhi 

apabila puskesmas memberikan pelayanan dengan cara meningkatkan kualitas 

pelayanan atau mengoptimalisasikan pelayanan, yaitu dengan melalui 

peningkatan berbagai kegiatan pelayanan serta berusaha untuk memperbaiki 

dan sekaligus menambah keamanan dan kenyamanan pasien seperti 

perlindungan hokum bagi setiap pasien sehingga mereka akan mengetahui hak 

dan kewajibannya sebagai pasien, serta untuk memperlancar pemberian 

pelayanan kesehatan kepada pasien. Pasien sebagai sasaran utama atas jasa 

pelayanan yang diberikan oleh insntansi kesahatan dalam hal ini adalah 

Puskesmas Desa Bagu maka ia akan menjadi factor penentu atas keberhasilan 

pemberian jasa di Puskesmas. Dalam menilai keberhasilan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

Prosedur Pelayanan Kesehatan 

Dalam prosedur pelayanan di puskesmas desa bagu seperti yang 

telah di jelasakan oleh salah satu petugas, untuk pasien rawat jalan mereka 

harus mendaftar terlebih dahulu di loket, kemudian menuju poliklinik. Di 

poliklinik oleh perawat akan dilakukan anamnesis pada pasien mengenai 

keluhannya, dan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sepertitensi, 

suhu, dll. Kemudian dokter akan melanjutkan dengan pemeriksaan fisik. 

Proses selanjutnya dokter menentukan apakah pasien perlu atau tidak 

dirujuk ke penunjang medik (radiologi, laboratorium). Bila perlu rujukan, 

maka pasien akan dibuatkan surat pengantar untuk pemeriksaan penunjang 
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medik. Pasien akan menuju ruang penunjang medic di sertai surat 

pengantar.  

 Jenis Pelayanan Kesehatan 

1) Loket Pendaftaran 

Ketika melakukan pendaftaran, loket akan meminta kartu 

berobat pasien, jika tidak ada maka akan di buatkan kartu berobatnya. 

Pasien akan ditanya nama dan alamat kemudian petugas akan 

mencatatnya pada kartu berobat pasien dan status pasien. 

2) Pelayanan IGD 

Untuk pelayanan IGD ada beberapa bentuk tindakan atau 

penanganan kepada pasien pada umumnya telah di tentukan 

berdasarkan prosedur di puskesmas. Pasien yang dating dalam keadaan 

gawat darurat akan langsung ditangani oleh tim IGD yang terdiri dari 

dokter jaga dan beberapa petugas (dalam hal ini perawat piket) untuk 

dilakukan pertolongan pertama pada pasien.  

3) Poliklinik 

Adapun system kerja poliklinik dalam puskesmas. Proses 

pertama oleh perawat akan dilakukan amnesis pada pasien mengenai 

keluhannya, dan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sepertitensi, 

suhu dll. Kemudian dokter akan melanjutkan dengan pemeriksaan 

fisik. 
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4) Apotek 

Apotek merupakan salah satu sarana atau tempat pelayanan 

pemberian obat-obatan, yang dimana pasien akan diberikan obat 

setelah menerima perawatan dari petugas puskesmas atau setelah 

melakukan pemeriksaan oleh dokter. 

5) Ruang rawat inap 

Ruang rawat inap merupakan pelayanan terakhir kepada pasien, 

dimana pasien akan diberikan perawatan penginapan, pemantauan 

perkembangan kesehatan pasien dan rekomendasi rujukan pada pasien 

tertentu. 

 

Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan 

Banyak pihak yang berpendapat bahwa pasien di dalam pelayanan 

medis selalu berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan 

tenaga kesehatan, sehingga akibat dari ketidakpuasan salah satu pihak, 

akan selalu mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pasien. Hal ini 

dikarenakan ketidaktahuan atau masih awamnya pengetahuan yang 

dimiliki pasien. Dari tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan tidak 

tertutup kemungkinan terjadi kelalaian. Terhadap kelalaian/kesalahan dari 

tenaga kesehatan di dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja sangat 

merugikan pihak pasien selaku konsumen. Dari kelalaian/ kesalahan 

tenaga kesehatan dalam pelayanan medis kemungkinan berdampak sangat 

besar dari akibat yang ditimbulkan, apakah dari pasien mengalami 



vi 
 

gangguan-gangguan dari hasil yang dilakukan, atau bias juga 

menyebabkan cacat/kelumpuhan atau yang paling fatal meninggal dunia. 

Dan hal tersebut tentu saja sangat merugikan pihak pasien. Kerugian yang 

dialami pasien dapat diminta ganti kerugian terhadap tenaga ksehatan yang 

melakukan kelalaian/kesalahan. Tetapi tidak semua kerugian dapat 

dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan 

pembatasan, dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kirakan 

atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh dianggap 

sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si pelaku saja dapat 

dimintakan penggantian.
2
 Apabila terjadi perbuatan melawan hukum, 

dalam arti tenaga kesehatan melakukan kesalahan/kelalaian,  tetapi 

kesalahan/kelalaian itu tidak menimbulkan kerugian, maka tenaga 

kesehatan yang melakukan kesalahan/kelalaian tidak perlu bertanggung 

jawab hokum terhadap pasien, dalam arti tidak perlu membayar ganti rugi 

kepada pasien. Kerugian yang dialami seseorang akibat dari perbuatan 

melawan hukum, dapat berupa: 

1) Kerugian materil, kerugian ini dapat terdiri dari kerugian yang nyata-

nyata di derita dari kerugian berupa keuntungan yang seharusnya di 

terima.  

2) Kerugian in materiil, kerugian yang bersifat in materiil berupa rasa 

takut, rasa sakit dan kehilangan kesenangan hidup. 

                                                           
2
Sadi Muhammad. EtikaHukumKesehatan. (Jakarta :Pranadamedia Group. 2015).    hlm 

75  
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Manusia dalam kehidupannya mempunyai hak-hak dasar yang 

lebih dikenal dengan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh pihak 

lain. Pada dasarnya hak kesehatan adalah: hak untuk hidup, hak untuk mati 

secara wajar, hak penghormatan terhadap integritas badaniyah dan 

rohaniyah, dan hak atas tubuh sendiri. 

Hubungan antara dokter, rumah sakit dan pasien atau yang dikenal 

dengan transaksi terapeutik inilah pada umumnya konflik berasal. Konflik 

biasanya terjadi manakala para pihak tidak menjalankan perannya 

sebagaimana diharapkan pihak lain. Pasien sebagai pihak yang 

membutuhkan pertolongan berada pada posisi yang lemah sehingga sering 

kali tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan bagi dirinya. 

Sebaliknya pihak penyedia layanan kesehatan sering kali tidak 

dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pasien maupun keluarga 

pasien, akibatnya transaksi terapeutik yang seharusnya dapat berjalan 

dengan baik menjadi keadaan yang tidak menyenangkan bagi pasien 

maupun dokter ataupun rumah sakit.
3
 

 

Hak dan Kewajiban Para Pihak 

Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan 

mempunyai hak-hak dan  kewajiban-kewajban dalam hubungan hukum 

perjanjian terapeutik dengan pasien sebagaimana yang diatur dalalam 

                                                           
3
Ishaq.Dasar-DasarIlmuHukum. (Jakarta :SinarGrafika. 2009). hlm.45 
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Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit, yaitu 

dalam Pasal 30 menyatakan Hak-Hak Rumah Sakit, yaitu:  

a. Menentukan  jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai 

dengan kualifikasi rumah sakit; 

b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan renumerasi, 

insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka 

mengembangkan pelayanan; 

d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan; 

e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian; 

f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan 

kesehatan;  

g. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan;  

h. Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit 

yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. 

Setiap dokter dituntut bertindak secara profesional dan senantiasa 

mengembangkan ilmunya. Sehingga pekerjaan kedokteran tidak pernah 

lepas dari riset dan pengembangan ilmunya sendiri. Kadangkala dokter 

lebih senang menggunakan metode yang sudah- sudah dan tidak mau 

mencari metode yang terbaik bagi pasiennya. Padahal setiap 

perkembangan pengobatan akan sangat berguna bagi perkembangan 
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kesehatan pasien dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu seorang 

dokter tidak diperbolehkan menjalankan kewajibannya atas dasar 

keuntungan pribadi. Pada dasarnya kewajiban ini akan sulit dilakukan 

pada era di mana Kapitalisme berkuasa. Pendidikan kedokteran yang 

harusnya ditempuh dengan biaya murah menjadi sangat mahal. Praktis 

seorang yang baru saja lulus dari pendidikan kedokteran akan dibebani 

kewajiban untuk mengembalikan biaya pendidikan yang besar dalam 

tempo waktu yang sesingkat- singkatnya. Hal tersebut berpengaruh 

terhadap pasien dan masyarakat pada umumnya. Kesulitan masyarakat 

saat ini khususnya pasien adalah pembiayaan kesehatan yang mahal.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Danny Wiradharma. PenuntunKuliahHukumKedokteran. (Jakarta :SagungSeto. 2010). 

hlm 51 
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IV. PENUTUP 

KESIMPULAN 

Setelah diadakan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap 

pasien dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Desa Bagu Kecamatan 

Pringgarata Lombok Tengah, penulis dapat mengambil kesimpulan 

diantaranya yaitu:  

1). Pelaksanaan pelayanan kesehatan hal yang sangat penting dalam 

menunjang kepuasan pasien dimana hal tersebut sudah diatur dalam pasal 54 

UU kesehatan tentang pemberian pelayanan kesehatan yaitu: 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan secara bertanggung jawab, 

aman, bermutu sertamerata dan non diskriminatif; Manajemen Puskesmas 

Desa Bagu sebagai pemberi pelayanan kesehatan telah membuat aturan 

berupa Standar Operasional Prosedur tindakan dan kegiatan yang 

berhubungan dengan pasien. 2). Perlindungan hukum dengan memakai 

instrument perundang-undangan ternyata menguntungkan bagi pasien. 

Berdasarkan  undang-undang dalam UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit yaitu: memperoleh  informasi  mengenai tata tertib dan peraturan yang 

berlaku di Rumah Sakit, memperoleh  informasi tentang hak dan kewajiban 

pasien, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa 

diskriminasi, memperoleh   layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan 

standard profesi dan standard prosedur operasional, memperoleh layanan 

yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan 

materi 
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SARAN 

1).Untuk pihak Puskesmas Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Lombok 

Tengah, alangkah lebih baiknya jika kenyamanan pasien selalu diutamakan. 

2).Untuk pasien, pasien diharapkan aktif bertanya kepada petugas medis. Baik 

itu mengenai hak dan kewajibannya, maupun informasi jika pelayanan di 

rumah sakit kurang jelas.  
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